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PERWUJUDAN HUKUM YANG RESPONSIF
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang selema dilaksanakan diakui telah
memberikan hagil yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat
dengan terciptanys kondisi yang cukup mantep, baik di
bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan
keamanan. Meskipun sudah banyak hasil-hasil pembangunan
vang telah dicapai, namun belum sepenuhnya cita-cita
atau tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkean.

Salah satu bidang pembangunan vang masih
membutuhkan keseriusan penggarapannya adalsh pembangunan
bidang hukum. Bidang hukum belum mendapat perhatian
serius. Ini terlihat dengan adanya kenyataan bahwa masih
terdapat banyaknya kekosongan hukum di tengah-tengah
kehidupan masyarakat ataupun hukum yang ada gudah tidak

mampu lagi menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.



Selain itu ditambah pula adanya ketidakpaduan hukum yang
berlaku dalam arti masih seringnya dijumpal produk hukum
vang bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Produk hukum yang bertentangan ini bukan saja
produk hukum ﬁang dihasilkan oleh badan legislatif dan
eksekutif, tetspi juga telah menjangkiti badan yudikatif
dalam hal ini Mahkamah Agung yang merupakan benteng
terakhir harapan para pencari keadilan. Sebagal contoh
nyata dari hal sepertil ini adalah kasus Dr Mochtar
Pakpahan yang belum hilang dar; ingatan para pemerhati
masalah hukum. EKalaun pada awainya Dr Mochtar Pakpahan
dinyatskan bebas oleh suatu putusan Mahkamah Agung,
tetapli oleh suatu "terobosan” yang dimuwat delam putusan
Mahkamah Agung lainnya, Dr Mochtar Pakpahan menjadi
seorang terpidana. '

Kondisi seperti ini sudah barang tentu tidak
dapat dibiafkan karena  akan dapat mengganggu
ketenteraman Aalam masyarakat vang pada akhirnya akan
dapat menghambat kelangsungan pembangunan nasional.

Kelangsungan bembangunan nasional akan terancam tidak



hanya semata-mata akibat adanya ketidaktentraman dalam
masyarakat, akan tetapl Juga sangat dimungkinkan oleh
terciptanya kesan yang tidak bailk dari masyarakat
internasional. Dan dalam suatu dunia vang sedang
mengalami era globalisasi glkap masyarakat Iinternasional
tidak dapat dipandang sebelah mata. Kenyataannya tidak
ada satu negara di dunia yang dapat melangsungkan
pembangunan di negaranya tanpa pengaruh dan peran sertea
dari masyarakat internasional.

Dalam pergaulan masyarakat internasional, kondisi
hukum yang ada dalam suatu negara sangat menentukan aikap
dan peran serta negara lainnya dalam pembangunan negara
tersebut. Hampir setiap bantuan dari negara lain =selalu
dikaitkan dengan kondisi hukum dan penghargaan terhadap
hak-hak asasi manusia.

Demikian pula bantuan luar negeri dalam rangka
melaksanakan pembangunan nasional seringkal% dikaitkan
oleh kondisi hukum dan hak-hak asasi manusia yang ada di
Indonesia. Sehingga timbul kesan pihak luar “campur

tangan” dalaﬁ pembangunan, khusuanya pembangunan hukum




ekonomi di 1Indonesia. Kesan ini mudah sekali terliihat
terutama bila diamati dari lahirnya peraturan-peraturan
bidang ekonomi yang berkaitan dengan penanaman modal,
perbankan, perpajakan dan bahkan peraturan bidang ekonomi
lainnysa yang banysk diwarnai berbagai kepentingan.
Fenomena ini harus dicermati terutama apabila dikaitkan
dengan  tujuan pembangunan itu  sendiri, khususnya
pembangunan bidang ekonomi di dalam kerangka yang sudah
disepakatl yaltu 'yané didasarkan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Tulisan singkat ini bermakesud
mengupas pembangunan hukum ekonomi yang telah dilakukan
oleh Indonesia selama ini.

Sebagaimana telah diketshul bahwa sistim hukum
terdiri berbagai komponen. Kompoqen—komponen tersebut
antara lain adalah komponen struktur hukum, substansi
hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen dalam sistim
hukum tersebut mempunyai makna terséndiri vang saling
berkaitan. Struktur hukum merupakan bentuk permanen dari
suatu sistim  hukum. Substensi  hukumnya  merupakan

komposisi darl norma-norma substantif mengenal perilaku



vang seharusnya dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum di
dalamnya. Sedangkan budaya hukum terdiri dari unsur-unsur
yang berlaku di mesyarakat.l Ketiga komponen sistim hukum
in} merupakan bidang yvang digarap dalam pembangunan hukum
di Indonesia. Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara
pembangunan hukum merupakan bidang pembangunan tersendiri
dan meliputi materi hukum, aparat hukum dan kesadaran
hukum. Oleh karena itu tanpa bermaksud mengecilkan arti
komponen hukum ysng lainnya, maka dalam tulisan ini hanya
terhadap komponen hukum ysng bersifat substantif atau

materi hukumnya saja yang akan dibicarskan.
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1. Lawrence M. Friedman. The Legal Svstem. (New York:1975),
halaman 14-15.



B. PERMASALAHAN

Berdasarkan wuraian latar belakang yang telah
disampaikan dalam baglan pendahuluan, beberapa permasa-
lahan yéng dapat diajukan dalam kaitannya dengan pemba-
ngunan bidang hukum, khususnya bidang hukum ekonomi
adalsh sebagai berikut :

1. Apakah pembangunan hukum di Indonesia, khusus-nya hu-
kum ekonomi dalam era globalisasi ini sudah diarahkan
pada terwujudnya hukumgyang responsif?

2. Aspek-aaspek apakah yang berpengarun dalam pembangunan

hukum ekonomi tersebut ?



. PEMBAHASAN

Proklamasi kemerdeksan yang dicetuskan lebih dari
setengah abad yang lalu pada hakekatnya tidak hanya
sekedar berupa pernyataan telah bebasnya bangsa dari

belenggu renjajahan, tetapi merupakan tekad untuk

mewujudkan bangea ini menjadi suatu masyarakat yang adil

dan mekmur. Tekad ‘untuk mewujudkan cita-cita bangsa
diperlihatkan . dengan Lkesungguhan untuk melsksanakan
pembangunan di segala bldang. Meskipun demikian ternya%a
pembangunan harus dilaksanakan dengan menentukan skaia
prioritas. Oleh karena itu selama beberapa dekade ini

pembangunan dititikberatkan pada pembangunan bidang

ekonomi dengan menciptakan struktur ekqnomi yvang seimbang

antara sektor Iindustri dengan dukungan dari sektor
pertanian.

Pembangunan bidang ekonomi daﬂ bidang kehidupan
lainnya akan dapat berjalan lancar den;an adanya dukungan
pembangunan bidang hukum. Hal ini bukan tanpa alasan

mengingat sejak awal berdirinya negara; telah disepakati
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bahwa semua blidang kehidupan negara dijalankan dengan%

berdasarkan atas hukum, sehingga negara Indonesia adalah;

negara yang berdasar atas hukum {(rechtsstast) dan bukan

berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Tekad
pembangunan bidang ekonomi didasarkan atas hukum 1lebih
ditegaskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945E
yvang dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 33 menyatsakan
bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting |
bagl negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara; sertsa bumi dan air dan kekayaan -

alam vang terkandung di dalamnya dikuasail oleh negars dan é

dipergunakan untuk sebesar-besar kemskmuran  rakyat.
Berdasarkan hal ini sudeah selayaknya pembangunan di
segala bidang hukum ekonomi dilakukan dengan selalu
mengacu kepada tekad yang telah digariskan.

Pembangunan hukum di b;dang ekonomi yang
dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir 1Ini <telah
banyak menghasilkan produk perundang-undengan. Dengan

menganalogikannya terhadap pemb%haruan dalam bidang hukum




jana sebagaimena yang dikemukaksn oleh Sudarto dan
ladi, produk  perundang-undangan baru tersebut
1agilkan  bukan hanya semata-mata terutama didasarkan
ia alasan-alasan yang bersifat praktias, tetapi Juga
asan—-alasan yaﬁg bersifat politis, sosiologis dan
aptif. Alasan yang bersifat prsktis karena perundang-
langan tersebut mempergunakan bahasa Indonesia sehingga
nengertli oleh semua rakyat Indonesia. Alasan yang
raifat politis karena perundang-undangan tersebut
reifat nasional dan menjadi kebanggaan bagli suatu
Iars vang telah merdeka. Alasan vang bersifat
3lologis karena perundang-undangan tersebut merupakan
ncerminan dari nilai-nilal kebudaysan masyarakat.
Jangkan alasan adaftif karena perundang-undangan terse-
t diharapkan dapat menvesuaikan dengan perkembangan-
rkembangan yang bersifat internasional.?2

Sudarto. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistim Pidana
Indonesia. (Semarang:1974), halaman 5.

Muladi. Proveksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di
Masa Datang. (Semarang:1990), halaman 3.




Produk perundang-undangan dalam bidang huku@
ekonomi yang telah dihasilkan ternyata tidak berdasarkaﬂ
upayve rakyat Indonesia semata-mata karena diketahui Jugai
bahwa Universitas Harvard di Amerika Serikat telah
mengirimkan shli-ahlinya ke Indonesia sebagal konsultan%

dalam masalah pembangunan ekonomi dan hukum ekonomi dan}

bahkan sebagal perancang perundang-undangan d4di Indoensia.
Demikian pula pemerintah Amerika Serikat telah mendirikan
suatu proyek vang dinamakasn ELIPS PROJECT unPuk mengikis -

hambatan-hambatan dalam Jaminan kepastian b&gi. penanam

modal asing.

Bidang hukum ekonomi vang dihasilkan akan berdaya |

guna apabila mampu mengikuti perkembangan yang ada di
tengah~tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan
perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubshan
vang terdapat dalam masyarakat memberikan tantangan yang
berat bagi hukum (hukum ekonomi) dan perubahan-perubahan
ini mencakup :

1. perubshan yang fundamentai dalam asas kenegaraan dan

hukum;
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2.

mentalitas banyak orang Indonesia. Menurut Koentjara-

ningrat, sifat-sifat kelemahan yang bersumber pada

— e e e St e

perubahan—-perubshan dalam susunan perlapisan sosial
sesudah kemerdeksaan:
perkembangan vang tidak seimbang antara organisasi pe-

ngadilan dan perkembangan penduduk;

. perubahan nilei-nilsil dalam masyarakat, termasuk perf

ubahan dalam susunan Jjenjang dan nilai-nilai 1tu;

. kemajuan atau pemakalan teknologi modern yang merubah

irama kehidupan dan mempermudah komunikasi  serta

dengan mencairkan batas-batas lingkungan (tradisionil)

vang semula kaku antar suku, adat dan sebaginya;
lebih banyaknva situasl konflik yang timbul antara
lain =sebagai akibat modernisasi, industrislisasi dan

urbanisasi.3

Tantangan yang dihadepi hukum menjadi semakin

.besar apabila Jjuga disimak beberapa sifat kelemahan dalam:

e Ty e e e e e e S et

. SatJipto Rahardjo. Pemanfastan limu-Ilmu Sosial Bagi Pe-

ngembangan Ilmu Hukum. (Bandung:1977), halaman 44
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kehidupan penuh keragu-ragusn dan kehidupan tanpa pedoman

dan tanpa orientasi yang tegas diwujudkan dalam bentuk :
1. sifat mentalitas yang meremehkan mutu;
2. sifat mentalitas yang suka menerabas;
3. sifat tak percaya kepada diri sendiri;
4. éifat tak berdisiplin murni;
5. sifat mentalitas yang suka mengabalkan tanggung Jawab
yang kokoh.4

Perubshan-perubshan yang terjadi dalam suatu
masyarakat tidak dapat disangksl telah banyak dipengaruhi
oleh perubshan vyang terjadl dalam masyarakat bangsa
lainnya. Kondisi seperti inl mengskibatkan kecenderungan
terjadinya pefubahan secarsa bersamsan. Hal inilah yang
oleh banyak pihak disebut sebagail globalisasi.

Globalisasi menurut Roland Robertson  adalsh
karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang
melampaul batas-batas konvensional, seperti vang

e i ey i et e . Ll i et il S, e it P St

Koentjaraningrat. Eebudavaan. Mentalitas dan Pembangunan.
(Jakarta:1992), halaman 45.
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berkailtan dengan bangsa dan negara. Dalam globalisasi
tersebut dunia telah dimampatkan serta terjadi
intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagal satﬁ
kesatuan yang utuh. Lebih lanjut menurut Roland Robertson
globalisasi sebagal suatu proses memang mengalami
akselarasi selak beberapa dekade terakhir ini, meski
proses yang sesungguhnyea sudah berlangsung sejak Jauh di
masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat
man¢sia untuk bersama-sama hidup di satu wilayah dan

karéna itu dikondisikan untuk berhubungan satu dengan

vang lainnya. Sedangkan psaksr lain seperti Wallersteiln

menyebut giobalisasi sebagal progses pembentukan asistim

kapitalis dunia. Seiring dengan terbentuknya sistim dunia

int, kapitalisme menjadl semakin kuat. Masyvarakat-

masyarakat di dunila memainkan peranannya di dalam sistim

kapitalis tersebut sebagal akibat darl tempatnya dalam.

pembagian kerja sistemik yang mendunia. Hubungan-hubungan

politik dan militer memancar dari hubungan ekonomi vang

bersgifat 'mendasar itu, sedangkan kebudayesan dan ag&ma‘

berada pada posisi pinggiran.

13
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Hubungan-hubungan ekonomi yang bersifat mendasar
tersebut mengakibétkan sebagian besar masyarakat
internasional terseret ke dalam globalisasi melalul
pembegian kerja ekonomi kapitalis yang lain, seperti

terbentuknya institusi WIO (World Trade Organization},

APEC (Aasia Pasific Economic Community), ARF (Asean'
Regional Forum), AFTA (Asean Free Trade Assoclation) dan

lain-lainnya.

Globalisasi vang mengﬁkibatkan terjadinya
restrukturisasi ekonomi lebih J?uh ternyata kemudian
menghasilkan : |
1. perubashan dalam pola-pola produkei;

2. keterikatan antara pasar-pasar keuangan;

3. makin pentingnya MNC;

4. makin pentingnya perdagangan dan pertumbuhan dari
blok-blok perdagangan regional;

5. penyesuaian stfuktural dan privatisasi;
|

5. hegemoni dari konsep nec liberal dari hubungan ekono- .

mi, valtu yang menekankan pada : pasar-pasar privat,

deregulasli, | pengurangan peranan pemerintah,

14



8.

rerdagangan internasional bebas;

. tren dunia yang mengarah kepada demokratisasi, perlin-

dungan hak asasi manusia danlrevitalisasi "rule of
law”, memperkuat pengadilan.

munculnya pelaku-pelaku supranasional dan transnasio-
nal yang mempromosikan hak asasi manﬁsia dan
demokrasi.®

Suasana perubshan dalam masyarakat vang menjadi

global akan mempengaruhi kehidupan hukum nasional bangsa-

bangsa itu sendiri, yang antars lain muncul dalam bentuk

gebagai berikut :

1.

Bagaimana bidang hukum makin mengalami internasionali-

Basl; )

. Bagaimana arena transnasional bagi praktek hukum di-

ciptakan;
Bagaimana kekuatan-kekuatan dan logika-logika yang be-

kerja dalam bidang ekonomli, negara, dan tatanan

ket i, i e Pl e o} Qe e P O Yl i e S ot . by

Satjipto Rahardjo. Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam
Konteks Situasgi Global. (Surakarta:1896), halaman 9.
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internasional, Juga berdampak pada bidang hukum,
sehingga logika bidang hukum membentuk  suatu
mikrokosmos dari suatu fenomena sosial yang lebih
besar.b

Oleh  karena itu diperlukan  ketepatan pemilihan

karakteristik hukum yang dapat menjawab permasalahan-

permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam kaitan dengan perkembangan atau perubshan
vang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan
dengan hukum ternyata paling tidak ada tiga model hukum
di dalam masyarakat yaitu :

a. hukum sebagai pelayan dari kekuasaan yang represif
atau disebut Juga hukum yang represif;

b. hukum sebagal suatu institusi yang berbeda yang memi-
1ikl kemampuan untuk memeliharae sifat represifnya dan
untuk melindungi integritasnya atau yang disebut Juga
éebagai hukum yang otonom;

¢. hukum sebagai fasilatator untuk menanggspi kebutuhan-

e Bk . i T O o St ol i i Bl AP
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kebutuhan dan asplirasi-sspirasi masyarakat atau yang
disebut Juga hukum yang responsif.”’

Model-model hukum di atas adalah konsepsi yang
bersifat abstrak. Ketiganya memilikl perbedaan satu sama
lainnya didasarkan pada karakteristik-karakteristik yang
berupa tujuan hukum (ends of law), legitimasi (legi-
timacy), norma-norma {rules), pembenaran {(reasoning),
diskresi (discretion), paksaan (coercion), moralitas

t (morality), politik (politics), harapan akan kepatuhannya

| {(expectation of obidience) dan partisipasi-nya
{participation). Model-model ini tidak hanya membedakan
tipe-tipe hukuk tetapi Juga tehapan evolusi vang
mengkaitkan hubungan antara hukum dengan tatanan sosial
politik.

Secara singkat berdasarkén model hukum  yang
represif dinyatakan bahwa hukum adalah perintah dari
suatu pihak yang memilikl kedeulatan dan pada prinsipnya

e o S T e B e i ey e S o . . A ot e

7. Philippre HNonet dan Philip Selznick. Law and Socliety 4in
Transition. (New York:1978), halaman 14.
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diskresi ysng dimilikinya tidak terbatas. Sehubungan

dengan hal 1ini negara dan hukum dipandang sebagal hal

vang terpisah sama sekall. Hal yang paling membedakan dan

bentuk sistimatik darl hukum yasng represif ini, menurut

Nonet dan Selznick ditampilkan oleh karakteristik-

karaskteristik :

1.

Legal institutions sre directly accessible to politi-
cal power; law is identified with the state and
subordinated toraison ’d %&aﬁ.

The conservation of authgrity is an overriding pre-
occupation of legal officisldom. In +the “official
persfective” that ensues, the benefit of thr doubt
goes to ’the system, and administrative convenience

weighs heavily.

. Specialized agenciies of contrel, such as the police,

bhecome independent centers of power; they are 1lsolated
1
from moderating social contextes and capable of

resisiting political authority.

. A regime of "dual law“ institutionalized class Jjustice

by consolidating and legitimating patterns of social

i8



subordination.

5. The criminal code mirrors the dominant mores; legal

moralism prevailsB
Sedangkan hukum yang otonom memiliki karakteris-
tik-karakteristik yang secara ringkas sebagal berikut :

1. Law 18 separated from politics. Characteristically,
the system proclaim the independence of the Judiclary
and draws a sharp line between legislative and the
Judicial functions.

2. The legal order espouse the "model of rules.” A focus
on rules helpa enforce a measure of official
anccountability; at the same time, 1t limits both the
creativity of legal institution and the risk of their

intrusion into the political domain. !

3. "Procedure is the heart of law’. Regularity and fair-
ness, not substantive Justice, are the firat end and
the main cormpetence of the legal order.

4, "Fidelity to law” 1is understood as strict obedience to

ey e S e e i i AL St e S S it £ S b

B. Philippe Nonet dan Philip Selznick. Op cit., ﬁalaman 33.
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the rules of psoitive law. Critism of existing laws
must be channelled through the political procces.9
Berbeda dengan kedua model terdahulu, pada model
hukum yang responsif dapat dikemukakan argumen sebagal
berikut :

1. The dinamyc of legal development increase the author-
ity of purpose in legal reasoning.

2. Purpose mékes legal obligation more problematic,
thereby reiaxing law’s claim to obidience and ‘opening
the possibility of a less rigid and more civil
conception of public order.

3. As law gains openness and flexibility, legal advocacy
takes on a political dimension, generating forces thet
help correct and change legal institution but threaten
to undermine institutional integrity.

4. Finally, we turn to the most difficult problem of res-
ponsive lai; In an enviroment of pressure the

continuing authority of legal purpose and the

— i — e oy il Ty i o e S P S S e Al S ot S i

9. Ibid, halaman 55.
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integrity of the legal order depend on the desing of
more competent legal institutiona.l0

Berdasarkan uralan tentang karakteristik ketiga
model hukum yang telah dikenal, maka paling tidak dapat
dikatakan bahwa model hukum yang responsive menampilkan
suatu tahapan yang lebih tinggi dalam massalah evolusi
hukum dibandingkan dengan model hukum yang represif dan
model hukum yang otonom. Dengan mencermati kondisi ini
sudah selayaknye kita dapat menampilkan suatu model hukum
vang respongive dalam pembangunan bidang hukum‘ ekonomi
nasional kita.

Banyak kritikan telah dilontarkan pada hasil
pembangunan hukum ekonomi yang telah kita lakukan.
Kritikan yang paling utams adalsh tampaknya pembangunan
hukum ekonomi lebih mementingkan tujuan untuk melindungi
dan membesarkan kepentingan kapitalisme dan bukan untuk
membesarkan kemakmuran  rakyat Indonesia, meski

kemungkinan dalam beberapa hal kepantingan Indonesia

oy Y - — T —— L . S — — e S

10. Ibid, halaman 78.
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sejalan dengan yang dikehendaki oleh kapitalisme. Hasil
pembangunan dan pengembangan hukum ekonoml kapitalis
telah memberikan dan memaksimelkan kepuasan individu-
individu dengan membiarkan individu bebas membuat
pilihannya. Kekuvatan pasar, individu dan bisnis diberi
hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi kaya,
besar den raksasa. Sehinggas sudah menjadi pemandangen
vang sangat umum apabila terjadi "pencaplokan”dan
renutupan Jalan h}dup bagi perusahaan 1lain ataupun
mendikte maayarakaé dengan tarif yang monopolilstis.
Dengan kondisi sepertl inil banyak pihak menilai Indonesis
lebih kapitalis dibandingken dengen negara asal lahirnya
paham kapitalies itu sendiri.

' Suasana Jalannya roda bisnis seperti ini sangat
aneh terjadi di negara yang selalu mendengung—dengungkaﬁ
asas kekeluargaan. Lebih aneh apabila dibanding dengan
negéra penganut paham kapitalis di beberapa negara Eropa
ataupun Amerika. Amerika Serikat yang secara @ tegas
berpandangan kapitalis saja melarang terjadinya monopoli.

Meskipun negaranys mendukung kapitalis banyak negara yang
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menajalankan psaham tersebut secara bertanggung Jawab.
Berdasarkan doktrin liberal sebagaimana yang didengungkan
oleh  Rousseau, dianut pandangan bahwa “Anda  bebas
sebebas-bebasnya, tetapi pada saat kebebasan Anda itu
melanggar dan mengurangi kebebasan orang lain saat itulah
Anda harus berhenti atau dikoreksi."1l

Perilaku pelaku bisnis vang jJauh dari semangat
kebersamaan dan kekeluargaan tersebut  tidak  dapat
disangkal karena Jjuga mendapat “dukungan” dari hukum
ekonomi  yang dikembangkan di Indonesia. Sala$ satu
contohnya adalah apablla hukum  perbankan dibuat
sedemikian rupa dan lebih mencerminkan  pelaksanaan
perekonomian secara kekluargaan, mska akan sangat kecil
kemungkinan terjadinya kasus yang sangsat meruglkan
seperti Kasus Golden Key Group.

Pertimbangan untuk qencapai tujuan ‘bagl

mewuJjudkan sebesar-besarnya kqmakmuran rakyat dalam

11. Christianto Wibisono. Anatomi EKonglomerat Indopesia dalam
Kwik Kian Gie. Konglomerat Indnneaiﬂ (Jakarta:1990),
halaman 23.
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pembentukan hukum ekonomi tidak dapat dielakkan lagi.

Perlu dicermati bshwa hukum bukan lagi semata-mate

merupakan perscalan moral tetapl sudah bersifat politis.

Pemilik kekuasaan akan selalu berupaya memasukkan semus

kepentingannya di dalam hukum ekonomi tersebut. Sejalan

dengan hal 1ini tepat sebagaimana yang dikatakean oleh

Richard .Quinney dalam teorinya yang  disebut "The

Sociological Theorv of Interest”. Dalam teorinya yang

terdapat pada bukum “Crime and dJuatice in Societv",

Quinney menyatakan bahwa masyerakat lebih ditandai oleh

ciri-ciri pérbedaan, konflik, paksaah dan rerbedan

daripada oleh konsensus dan stabilitas. Lebih lanjut

Quinney mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Hukum terdiril dari peraturan-peraturan khusus yang di-
ciptakan dan dliinterpretasikan dalam masyarakat yang
diatur secara politis, artinya bahwa hukum bukan
semata-mata merupakan seperangkat aturan yang abstrak,
melainkan merupakan proses untuk berbuat sesuatu yang
dilaskukan oleh alta~alat kekuasaan yang berwenang

untuk bertindak atas nama masyarakat. Sebagai alat
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kekuasaan, sebagal alat politik, meka hukum tidak
mewakili  norma-norma dan nillai-nilai dari semua
anggota masyarakat, melalnkan hanya berisi kepentingan
(interest) dari beberapa orang/kelompok.

. Masyarakat yang diatur secara politis adalah masyara-
kat yang didasarkan pada kepentingan. perbedaan-
perbedaan soslal dalem masyarakat merupakan basis dari
kehidupan politik negara. Cleh karena beberapa bentuk
kepentingan terbagl dalam berbagai posisl, dan posisi-~
posisi tersebut memiliki perlengkapan untuk memerintah
vang berbeda-beda, sehingga kebilJaksanaan umum (public
policy) mewakili kepentingan tertentu di dalam
masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang diatur
secara politis dapat dipandang sebagail struktur
kepentingan yang berbeda-beda. ‘Masing-masing baglan
masyarakat memiliki nilal-nilai dan mereka (interest
group) berusaha untuk dapat memasukkan kepentingannya
dalam kebijaksanaan umum, sehingga dapat dikatakan
bahwa  kebijaksenaan umum merupaken sukses vang

diperoleh oleh kelompok tersebut.
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3. Struktur kepentingan tersebut ditandai oleh distribusi
kekuasaan yang tidsak seimbang dan konflik di antara
bagian-bagian dari masyarakat yang diatur secara
politis. Sehingga kebijaksanaan  umum sebenarnya
merupakan perwujudan dari struktur kepentingan dari
masyarakat yvang diatur secara politis tersebut.

4. Bahwa hukum dirumuskan dan ditata dalam struktur ke-
pentingan daril suatu masyarakat yang diatur secara
politis. Artinya hukum merupakan salah satu bentuk
dari ke;idaksanaan umum yang mengatbtur tingkah laku dan
aktivit;s dari seluruh anggota  masyarakat vang
dirumuskan dan ditata oleh kelompok masyarakat yang
dapat memasukkan kepentingan kelompok masyarakat serta
mempunyali kekuasaan (power) untuk menentukan
kebijaksanaan umum. Dengan merumuskan undang-undang
teraebut, maka sekelompok masyarakat dapat melakukan
kontrol terhadap yang lain demi  kepentingannya

sendiri. 12

Tt i i i e T i} i i B Bl

12. IS Susanto. Kriminolosgi. (Semarang:1895), halaman 79-80.
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Pembangunan hukum ekonomi vang telsh
dilaksanskan, dengan‘ mempertimbangkan pads aspek
prembuatan dan hasil yang telah dicapai, tidak sepenuhnya
telah mencapal tujuan sebagaimana yang telah digariskan
Undang-Undang  Dasar 1945, Sistem  ekonomi vang
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1845 adalah Sistem
Ekonomi Pancasila. Dalam Sistim Ekonomi Pancasila yang
dikembangkan adalah Demokrasi Ekonomi yang menghindarkan
hal-hal sebagal berikut :

1. Sistim free fight Iliberslism yang menumbukan eks-
ploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam
sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan
mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional
dan posisi Indonesia dalam perekonomian duriia.

2. Sistim etatisme dalam arti bahwa negara beserta apa-
ratur ekonomi negara bersifet dominan, mendesak dan
mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi
di luar sektor negara. |

3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuﬁtan ekono-

mi pada satu kelompok dalam berbagail bentuk monopoli
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dan monopsoni vang merugikan masyarakat dan

bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Sedangkan ciri-ciri Demokrasi Ekonoml itu sendiri adalah

sebagal berikut :

1.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersamsa berdasarkan

asas kekeluargaan.

. Cabang~cabang produksi yang penting dan menguasai ha-

Jat hidup orang banyak dikuasal oleh negara.

. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-

nya 8sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran

rakyat.

. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan

permufakatan lembaga perwaklilan rakyat, dan pengawssan
terhadap kebljaksanaannya ada pada lembaga perwakilan

rakvat pula.

. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasl dan se-

imbang antar daersh dalam satu kesatuan perekonomian
nasional dengan mendayagunakan potensil dan peran serta

daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan
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Nusantara dan Ketahanan Nasional.

6. Warga negara memilikil kebebasan dalem memilih pekerja-
an yang dikehendaki serta mempunyai hak askan pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.

7. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaastannya tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan masyarsakat.

8. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga nege-
ra diperkembangkan sepenuhnya dalam batas—bgtaa vang
tidak merugikan kepentingan umum.

Pembangunan hukum ekonomi yang berdasarkan pada
landasan yuridis dan operasional sebagaimana diuraikan di
atas akan memberikan hasil yang sangat menentukan.
Peranan yang sangat menentukan ini dikarenakan peranan
hukum ekonomi dalam pembangunan ekonomi sudah mulai
tampak pada waktu keputusan~keputusan yang dibuat oleh
para perencana pembangunan harus dijslankan. Keputusan-
keputusan ekonoml hanya skan menjadi ulah akademik
(academic exercise) belaks manakala ia tidak  mampu
dirumuskan dalam satu atau lain bentuk perundang-

undangan. Dengan perumusannya ke dalam bentuk-bentuk
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tersebut maka garis-garis kebijaksanaan 1itu menjadi
terurai dengan Jjelas, dapat dikomunikasiken  kepada
masyarakat luae dan menjadl sandaran darl keglatan yang
akan dilakuken oleh semua pihak yang terlibat dalam
proées pembangunan itu.13

Proses pembangunan yang demikien itu niscaya akan
.memberikan hasil vang dapat mewujudkan cita-cita
rembangunan nasional yaitu kesejahteraan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

i
|

i

s o . e P i it . T T i et AL P s g St A P

13. Satjipto Rahardjo. Hukum. Politik., Ekopomi dan Pem-
bangunan dalam Kompas. Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia
(Jakartsa:1982), halaman 321.
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D. PENUTUP

Beberapa kesimpulan yang dapat dieambil sebagai

renutup dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1.

Hasil pembangunan hukum ekonomi yang telah dilaksana-
kan selama ini belum dapat disebut sebagai suatu
perwujudan bentuk hukum yang responsif. Hukum ekonomi
vang ada sekarang ini belum banyak meﬁoerminkan
aspifasi—aspirasi masyarakat meupun dapat @emenuhi
kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hukum ekonomi &ang ada
ternyata lebih banyak memberikan keuntungan kepada
kaplitalis global daripada memberikan keuntungan bagi
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat bhanyak.

Pembangunan yang dilsksanaskah lebih menitikberatkan
prada pembangunan pada bidang ekonomi tanpa diimbangi
dengan  kesungguhan melaksangkan pula  pembangunan
bidang hukum. Baru pada beberapa tahun terakhir
pembangunan hukum ditingkatkan peranannya menjadi
bidang pembangunan teraendifi dalam  perencanaan

pembangunan.
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3. Adanya kecenderungan untuk menuju pada kesatvan kehi-
dupan tanpa memandang  batas-batas kewilayahan
(globali-sasi) yang terjadi di muka bumi ini menjadi
aspek yang sangat menentukan dalam pembangunan bidang

hukum dan khususnya bidang hukum ekonomi di Indonesia.
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